
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.606, 2019 KEMENKES. Urun Biaya. Selisih Biaya. Program 

Jaminan Kesehatan. Perubahan. 
 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2019 … 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 51 TAHUN 

2018 TENTANG PENGENAAN URUN BIAYA DAN SELISIH BIAYA 

DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai bagian upaya kendali mutu dan kendali 

biaya serta pencegahan penyalahgunaan pelayanan 

dalam program jaminan kesehatan telah ditetapkan 

pengaturan pengenaan urun biaya dan selisih biaya 

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan 

Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan 

Kesehatan; 

b. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap hak 

peserta program jaminan kesehatan diperlukan kesiapan 

implementasi di lapangan berupa penyiapan sistem 

pembayaran yang berlaku dan penerimaan informasi 

pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 

Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih 

Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas 
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 

tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam 

Program Jaminan Kesehatan; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);  

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165); 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 

tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

367); 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 874);  

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif 
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Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 442);  

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan 

Eksekutif di Rumah Sakit (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 531); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 

tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-

CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

92); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 

tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam 

Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1663); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 51 TAHUN 

2018 TENTANG PENGENAAN URUN BIAYA DAN SELISIH 

BIAYA DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN. 

 

Pasal I  

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan 

Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1663) diubah 

sebagai berikut:  

 

1. Pasal 18 dihapus 
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2. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 18A 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (5) mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 

2019. 

(2) Dalam hal Peserta telah meningkatkan kelas 

perawatan yang lebih tinggi dari haknya sebelum 

tanggal 15 Januari 2019, ketentuan peningkatan 

kelas perawatan tersebut berlaku sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 

Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan 

Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 442), sampai dengan selesainya 

perawatan. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 27 Mei 2019 

 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

NILA FARID MOELOEK 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Mei 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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